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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lafadz nahy mengenai larangan jual beli pada saat sholat Jumat dengan perspektif sighat taklif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks untuk memahami makna lafadz nahy dalam konteks larangan jual beli saat sholat Jumat dan implikasinya dalam perspektif sighat taklif. Sumber data terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan jual beli dan literatur sekunder seperti buku fiqh serta artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis teks untuk mengeksplorasi interpretasi lafadz nahy oleh para ulama terkait larangan jual beli. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sighat taklif dan larangan jual beli saat shalat Jumat merupakan representasi kompleks dari pembebanan hukum Islam yang memiliki dimensi spiritual, etis, dan sosial yang mendalam. Konsep ini tidak sekadar mengatur perilaku melalui struktur linguistik formal, melainkan bertujuan membimbing umat manusia menuju kemaslahatan dengan cara yang fleksibel namun prinsipal. Al-Qur'an, melalui ayat-ayatnya seperti QS. Al-Jumu'ah ayat 9, tidak hanya memberikan aturan hukum, tetapi mengajarkan filosofi prioritas spiritual di atas kepentingan duniawi. Para ulama seperti Al-Baghawi, Ibnu Hajar, Al-Barlasi, dan az-Zuhaili memberikan penafsiran komprehensif yang menunjukkan bahwa larangan ini bukan sekadar ketentuan yang tegas saja, melainkan pendidikan spiritual yang mendorong umat untuk senantiasa mengutamakan ibadah, kesadaran transendental, dan ketaatan kepada Allah di atas segala aktivitas dan kepentingan sementara.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the lafadz nahy regarding the prohibition of buying and selling during Friday prayers from the perspective of sighat taklif. This research uses a qualitative approach with a text analysis method to understand the meaning of lafadz Nahy in the context of the prohibition of buying and selling during Friday prayers and its implications in the perspective of sighat taklif. Data sources consist of Qur'anic verses related to the prohibition of buying and selling and secondary literature such as fiqh books and journal articles. Data collection is done through literature study and text analysis to explore the interpretation of lafadz Nahy by scholars related to the prohibition of buying and selling. The results of the analysis show that the Sighat taklif and the prohibition of buying and selling during Friday prayers is a complex representation of the imposition of Islamic law that has deep spiritual, ethical and social dimensions. This concept does not merely regulate behavior through formal linguistic structures, but rather aims to guide humanity towards benefit in a flexible yet principled manner. The Qur'an, through its verses such as QS. Al-Jumu'ah verse 9, not only provides legal rules, but teaches the philosophy of spiritual priority over worldly interests. Scholars such as Al-Baghawi, Ibn Hajar, Al-Barlasi, and az-Zuhaili provide comprehensive interpretations that show that this prohibition is not just a strict stipulation, but a spiritual education that encourages people to always follow the law.
Keywords: Sighat Taklif; Lafadz Nahy; Buying and Selling; Friday Prayer.
PENDAHULUAN
Dalam khazanah ilmu ushul fiqh, nahy (larangan) merupakan salah satu bentuk khitab syar'i yang memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam. Nahy dalam terminologi hukum Islam didefinisikan sebagai ungkapan normatif yang mengandung tuntutan untuk menghindari atau menjauhi suatu perbuatan tertentu (Anjani & Shalihah, 2024). Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi baik individu maupun masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai keagamaan, sehingga menciptakan keselarasan antara praktik keseharian dengan tuntunan spiritual yang telah ditetapkan.
Sebagai salah satu metode istinbath hukum, pemahaman terhadap lafadz nahy menjadi krusial untuk menentukan status hukum suatu perbuatan. Salah satu contoh lafadz nahy yang eksplisit dalam Al-Qur'an adalah larangan melakukan jual beli pada saat shalat Jumat, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9 (Surat Al-Jumu’ah Ayat 9, n.d.):
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”
Sholat Jumat merupakan ibadah mingguan utama dalam Islam yang memiliki kedudukan istimewa karena memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Keistimewaan sholat jumat ini ditandai dengan adanya tatacara khusus mengenai pelaksanaan sholat jumat yang kemudian selain menjadi sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, sholat Jumat juga berfungsi sebagai wadah bagi umat Muslim untuk berkumpul, mendengarkan nasihat agama melalui khutbah, serta memperkuat persatuan umat (Saputra, 2023). Pelaksanaan sholat Jumat ini memiliki tata cara dan adab yang harus diperhatikan, mulai dari persiapan diri hingga setelah sholat, dengan tujuan untuk menjaga kesempurnaan ibadah dan menghormati kekhusyukan sholat bersama. Dalam khutbah Jumat, umat Islam diingatkan akan kewajiban- kewajiban agama dan nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, Keistimewaan shalat Jumat ini ditandai dengan adanya regulasi khusus yang mengatur aktivitas umat Islam pada waktu pelaksanaannya, termasuk larangan bagi umat Muslim untuk melakukan jual beli selama waktu sholat berlangsung. Larangan ini menekankan pentingnya menghentikan semua aktivitas jual beli dan memusatkan perhatian pada ibadah sholat, namun ketika sholat Jumat telah selesai maka diperbolehkan untuk melakukan jual beli kembali (Saebani, 2009). Tujuan dari larangan ini adalah untuk mendorong umat Islam agar sepenuhnya berkonsentrasi pada pelaksanaan sholat Jumat, serta meninggalkan segala urusan duniawi yang dapat mengganggu kekhusyukan dan khidmat dalam beribadah.
Sebagai sumber dan dasar ajaran Islam, Al-Qur'an berisi pesan-pesan Allah terhadap umat manusia yang disampaikan dengan berbagai uslub atau gaya bahasa. Salah satu contoh dari berbagai pesan tersebut adalah ayat Al-Qur'an yang melarang terjadinya transaksi jual beli saat sholat Jumat. Dalam ayat tersebut, terdapat lafadz yang menunjukkan konteks larangan yang diikuti dengan perintah untuk meninggalkan aktivitas jual beli ketika adzan sholat Jumat dikumandangkan. Kata ini menegaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menghentikan segala aktivitas duniawi dan fokus pada pelaksanaan ibadah. Dalam perspektif ushul fiqh, larangan ini termasuk dalam kategori sighat taklif yang dikenal sebagai nahy, yaitu bentuk perintah untuk menjauhi suatu tindakan tertentu (Shalih, 1993).
Lafadz nahy sebagai bentuk perintah larangan memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dilarang atau tidak dalam perspektif agama. Dalam diskursus fikih klasik hingga kontemporer, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status hukum jual beli yang dilakukan pada saat khutbah dan shalat Jumat berlangsung. Sebagian ulama memandangnya sebagai haram mutlak, sementara yang lain menilainya sebagai makruh tanzih (tidak dianjurkan), atau bahkan sah namun dengan konsekuensi dosa (Azama & Pratama, 2023, Al-Haitami, 1938, Al-Jamal, 2013).
Perbedaan interpretasi ini tidak lepas dari bagaimana ulama memahami sighat taklif atau bentuk pembebanan hukum dalam lafadz nahy tersebut. Sighat taklif sebagai perspektif analisis menawarkan kerangka metodologis yang komprehensif untuk memahami implikasi hukum dari suatu larangan. Dengan mempertimbangkan aspek linguistik, kontekstual, dan maqashid dari lafadz nahy, pendekatan sighat taklif memungkinkan pengkaji untuk memetakan kekuatan dan cakupan larangan jual beli pada saat shalat Jumat.
Urgensi pembahasan ini semakin relevan dalam konteks masyarakat modern, di mana aktivitas ekonomi telah mengalami transformasi signifikan. Perkembangan teknologi memungkinkan transaksi jual beli terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk pada waktu pelaksanaan shalat Jumat. Fenomena e-commerce, marketplace online, dan sistem pembayaran digital telah mengaburkan batasan temporal dan spasial dari aktivitas jual beli konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan aplikasi lafadz nahy dalam konteks kontemporer.
Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pemahaman tekstual terhadap lafadz nahy dan implementasinya dalam praktik masyarakat muslim. Di banyak wilayah, aktivitas perdagangan tetap berlangsung pada waktu shalat Jumat, baik oleh muslim maupun non-muslim, yang mengindikasikan kompleksitas dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat pluralistik. Fenomena ini menuntut kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana sighat taklif dapat menjembatani kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas sosial.
Berangkat dari latar belakang tersebut, studi ini berupaya menganalisis lafadz nahy mengenai larangan jual beli pada saat shalat Jumat dengan menggunakan perspektif sighat taklif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis larangan jual beli ketika sholat Jumat dalam perspektif ushul fiqh, khususnya melalui kajian sighat taklif. Dalam analisis ini, akan diulas secara mendalam mengenai ayat yang melarang transaksi jual beli saat sholat Jumat, termasuk redaksi lafadz nahy yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tulisan ini juga akan mengeksplorasi implikasi larangan tersebut dalam kehidupan masyarakat masa kini, mengkaji bagaimana aturan ini berpengaruh terhadap perilaku ekonomi dan spiritual umat Islam
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dalam konteks modern. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan metodologi istinbath hukum, sekaligus menawarkan landasan normatif yang komprehensif untuk merespons problematika kontemporer terkait aktivitas ekonomi pada waktu ibadah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks untuk memahami makna lafadz nahy dalam konteks larangan jual beli saat sholat Jumat, serta implikasinya dalam perspektif sighat taklif (Sugiyono, 2021). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan jual beli saat sholat Jumat, dan data sekunder yang mencakup literatur seperti buku-buku fiqh, dan artikel jurnal yang membahas tentang larangan jual beli, sighat taklif, dan konteks sosial-ekonomi umat Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur yang relevan, termasuk tafsir Al-Qur'an dan artikel ilmiah, serta analisis teks untuk menganalisis lafadz nahy dalam ayat yang berkaitan dengan larangan jual beli dan meneliti bagaimana lafadz tersebut diinterpretasikan oleh para ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sighat Taklif dalam Larangan
Sighat taklif merupakan konsep linguistik yang mencakup dua aspek fundamental: sighat secara bahasa merujuk pada bentuk kalimat, sedangkan secara terminologis dimaknai sebagai lafadz spesifik dalam akad tertentu. Berasal dari akar kata "kallafa" yang berarti membebani, taklif memiliki dimensi kebahasaan dan konseptual yang kompleks, yakni serangkaian perintah dan larangan yang bertujuan mencegah destruksi sistem sosial dan mengarahkan manusia mencapai tujuan hidupnya (Rambe & Alwizar, 2024). Dalam konteks hukum Islam, sighat taklif didefinisikan sebagai lafadz yang membawa muatan pembebanan normatif bagi para mukallaf (hamba baligh) untuk mematuhi pesan-pesan hukum yang terkandung di dalamnya, dengan fungsi utama mengatur perilaku dan mengarahkan kehidupan spiritual serta sosial manusia.
Sighat taklif memiliki dua dimensi utama dalam pembebanan hukum: sighat amar dan sighat nahy. Sighat amar merupakan lafadz yang membebani mukallaf (subjek hukum) untuk melaksanakan perbuatan tertentu, sementara sighat nahy adalah lafadz yang membebani mukallaf untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang. Namun, kompleksitas sighat taklif tidak terbatas pada konstruksi linguistik amar dan nahy secara konvensional. Dalam lafadz- lafadz tertentu, pembebanan hukum dapat terjadi melalui mekanisme kebahasaan yang lebih subtil, bahkan tanpa menggunakan sighat amar atau nahy secara langsung (Rambe & Alwizar, 2024). Dengan demikian, sighat taklif memiliki ruang interpretasi yang luas, di mana pembebanan hukum dapat dimaknai secara fleksibel dan tidak terikat secara ketat pada format linguistik baku.
Nahy secara etimologis merupakan antonim dari amr, yang berasal dari akar kata نھي ینھي نھیا yang bermakna dasar mencegah atau melarang (Al-Munawwir, 2007). Nahy dalam terminologi hukum Islam didefinisikan sebagai ungkapan normatif yang mengandung tuntutan untuk menghindari atau menjauhi suatu perbuatan tertentu. Konstruksi linguistik ini dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas atau kedudukan lebih tinggi, yang diarahkan kepada pihak dengan kedudukan lebih rendah (Shalih, 1993).
Larangan sebagaimana perintah memiliki beragam makna dan konteks. Meskipun secara umum larangan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dilarang atau haram dilakukan, namun dalam beberapa situasi, makna larangan dapat meluas. Terkadang, larangan tidak hanya sekadar melarang suatu perbuatan, tetapi juga mengandung makna lain seperti anjuran untuk melakukan hal yang sebaliknya, atau peringatan akan bahaya yang akan timbul jika larangan tersebut dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap larangan harus dilakukan secara mendalam dan memperhatikan konteksnya (Zahran, 1998). Beberapa makna lain dari nahy diantaranya (Syarifudin, 2011):
Pertama, makna nahy yang menunjukkan hukum haram (حرام) seperti firman Allah dalam QS. Al-Isra’:33 yang melarang perbuatan keji dan mungkar.
وَلََ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ هاللُّٰ اِلََّ بِالْحَ 'قِ
Kedua, makna nahy yang menunjukkan hukum makruh (كراهة) seperti firman Allah dalam QS. Al-Maidah:87 yang melarang umat Islam untuk mengharamkan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah.
لََ تُحَ ِ'رمُوْا طَیِ'ٰبتِ مَآ اَحَلَّ هاللُّٰ لَكُمْ
Ketiga, makna nahy yang bertujuan untuk mendidik (إرشاد) seperti firman Allah dalam QS. Al-Maidah:101 yang


meminta agar manusia tidak menanyakan sesuatu yang kemungkinan akan menimbulkan sesuatu.
لََ تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْیَاۤءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُ “مْ
Keempat, makna nahy yang berupa permohonan (دعاء) seperti firman Allah dalam QS. Ali Imran:8 yang berupa permohonan agar Allah tidak membuat hati manusia berpaling dari-Nya
لََ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا
Kelima, makna nahy yang mengandung arti merendahkan (تحقیر) seperti firman Allah dalam QS. Al-Hijr: 88.
لََ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ اِٰلى مَا مَتَّعْنَا بِ ,هٓ اَزْوَاجًا ِ'منْھُمْ
Keenam, makna nahy yang menjelaskan suatu akibat (العاقبة بیان) seperti firman Allah dalam QS. Ibrahim: 42.
وَلََ تَحْسَبَنَّ هاللَّٰ غَافِلًً عَمَّا یَعْمَلُ ال هظلِمُوْنَ
Ketujuh, makna nahy yang mengandung arti keputus-asaan (الیأس) seperti firman Allah dalam QS. Al-Tahrim: 7
ٰیٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لََ تَعْتَذِرُوا الْیَوْ مَ
Selain itu, larangan juga dapat dikemas dalam bentuk perintah. Wahbah zuhaili dalam kitabnya al fiqhul islami wa adillatuhu menyebutkan salah satu bentuk nahy yaitu perintah yang bermakna larangan (Al-Zuhaili 2002). Dalam konteks Al-Qur'an, seringkali kita menemukan ayat-ayat yang menggunakan bentuk kalimat seperti ini. Meskipun secara gramatikal berbentuk perintah, namun karena konteks atau adanya kata-kata lain yang menyertainya, maka perintah tersebut justru bermakna larangan.
Mengingat keragaman makna nahy, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai makna hakikinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna hakiki nahy adalah karahah (ketercelaan), sementara jumhur ulama menyatakan bahwa makna hakiki nahy adalah tahrim (pengharaman). Namun, mereka sepakat bahwa makna tersebut dapat berubah apabila terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan penafsiran lain, memungkinkan fleksibilitas interpretasi sesuai dengan konteks dan dalil yang ada (Khan, 1985).
Setiap larangan pada dasarnya mengandung tuntutan agar perbuatan terlarang ditinggalkan, yang berarti jika seseorang tetap melakukannya, ia dianggap melanggar perintah dan patut menerima konsekuensi berupa dosa atau celaan. Kompleksitas hukum muncul ketika membahas status hukum (wadh'i) dari perbuatan terlarang tersebut, di mana para ulama memiliki perbedaan pendapat yang signifikan. Misalnya, dalam kasus puasa di hari raya atau jual beli saat khatib di mimbar, mereka berbeda pandangan tentang sah atau tidaknya perbuatan tersebut (Mahmudah et al., 2020). Pertanyaan kunci yang menjadi perdebatan adalah apakah setiap larangan secara otomatis membatalkan atau memfasidkan (merusak) perbuatan yang dilarang, atau justru tidak selalu demikian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa larangan memiliki dimensi etis dan hukum yang sangat kompleks, di mana tidak selalu ada jawaban sederhana atau berlaku mutlak untuk semua situasi.
Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama yang kemudian dikelompokkan dalam beberapa bentuk larangan menurut jenis perbuatannya, pendapat tersebut diantaranya (Syarifudin, 2011):
Pertama, Dalam konteks ibadah, seperti puasa di hari raya atau hari tasyrîk, larangan memiliki konsekuensi yang tegas dan mutlak. Jika seseorang melakukan puasa pada hari-hari yang secara tegas dilarang tersebut, maka puasa yang dilakukannya dianggap batal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ranah ibadah, larangan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan langsung berimplikasi pada batalnya perbuatan yang dilakukan, dengan tujuan menjaga kesucian dan keabsahan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat.
Kedua, Dalam ranah mu'amalat atau transaksi umum, seperti jual beli, larangan tidak selalu berakibat pada fasidnya (rusaknya) perbuatan yang dilarang. Sepanjang larangan tidak menyentuh esensi akad itu sendiri atau tidak mempengaruhi unsur internal maupun eksternal yang menjadi bagian fundamental dari transaksi, maka transaksi tersebut masih dapat dianggap sah. Dengan kata lain, larangan dalam mu'amalat bersifat kondisional dan tidak otomatis membatalkan transaksi, kecuali jika larangan tersebut secara substansial merusak makna dan tujuan dari transaksi itu sendiri.
Ketiga, Apabila larangan berkaitan langsung dengan zat (substansi) suatu akad atau perbuatan, atau menyentuh unsur internal maupun eksternal yang menjadi kelaziman (keharusan) dari akad tersebut, maka larangan tersebut akan berakibat pada fasidnya perbuatan yang dilarang. Contohnya mencakup larangan melemparkan batu, larangan menjual binatang yang masih dalam kandungan induknya, atau larangan praktik riba dalam jual beli. Dalam kasus semacam ini, larangan tidak sekadar bersifat anjuran atau himbauan, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang fundamental yang


secara langsung membatalkan atau merusakkan substansi perbuatan yang dilarang tersebut.
Dalam konteks ibadah, fasidnya suatu perbuatan yang dilarang disebabkan oleh prinsip fundamental bahwa ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak mungkin seseorang mendekatkan diri kepada-Nya melalui perbuatan yang justru dilarang oleh-Nya (Salim, 2023). Sementara itu, dalam perspektif hukum wadh'i, tidak fasidnya suatu perbuatan yang dilarang terjadi manakala larangan tidak menyentuh rukun atau syarat dasarnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum sah dan fasid memiliki pengaruh terhadap akad, di mana pengaruh hukum tersebut mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Syari' (Hopipah & Nurkholis, 2023). Konsekuensinya, apabila rukun dan syarat telah terpenuhi dengan sempurna, maka perbuatan atau urusan tersebut dapat dianggap sah dan terlaksana dengan baik, terlepas dari ada atau tidaknya larangan yang bersifat parsial.
Secara umum, baik amr maupun nahy terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Amr dan nahy terbagi menjadi dua yaitu sharih dan ghairu sharih. Bentuk amr dan Nahy dalam konteks sharih terbagi lagi menjadi dua (Misbahuddin, 2015), yaitu:
Pertama, pendekatan yang tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan secara mendalam, dimana ketika suatu ayat mengandung perintah dan larangan secara bersamaan, maka imperatifnya adalah melaksanakan perintah dan sekaligus meninggalkan larangan secara mutlak tanpa melihat konteks atau tujuan lebih lanjut.
Kedua, pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu memahami bahwa Syari’ memiliki maksud tertentu dalam setiap perintah dan larangan. perintah diberikan karena mengandung kemaslahatan yang substantif, sementara larangan dikeluarkan karena di dalamnya terkandung unsur kerusakan (fasad) yang potensial merugikan.
Kemudian, Bentuk amr dan nahy dalam konteks ghairu sharih terbagi juga menjadi dua (as-Sabt, 1421), yaitu:
Pertama, perintah tidak selalu diungkapkan dengan bentuk kata perintah biasa, melainkan dapat dinyatakan melalui kalimat berita (ikhbar) yang secara jelas menunjukkan penetapan hukum. Artinya, meskipun tidak menggunakan struktur kata perintah klasik, namun makna perintah tetap tersurat dan tersirat dengan tegas.
Kedua, perintah juga disampaikan melalui mekanisme motivasi dan sanksi, yaitu dengan memberikan pujian kepada mereka yang melaksanakan perintah Allah dan celaan terhadap mereka yang melanggarnya. Dalam konteks ini, ketaatan pada perintah Allah tidak sekadar persoalan hukum formal, melainkan berkaitan dengan konsekuensi spiritual seperti mendapatkan pahala, cinta, dan pujian Allah, sementara pelanggaran akan berakibat pada dosa, kebencian, dan celaan dari-Nya.
Selain penjelasan diatas, hubungan amr dan nahy juga tanpak ketika adanya perintah dan larangan bersamaan. Dalam pemahaman Khudari Beik, hubungan antara perintah dan larangan memiliki kompleksitas tersendiri, terutama ketika keduanya muncul bersamaan dalam suatu konteks. Konsep intinya adalah bahwa setiap perintah dan larangan memiliki dinamika tersendiri dalam praktik pelaksanaannya. Ketika seseorang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, maka ia harus menghentikan seluruh tindakan yang bertentangan atau menjadi lawan dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang dilarang melakukan suatu perbuatan, ia tidak hanya cukup menghentikan perbuatan terlarang itu, melainkan harus aktif melakukan salah satu alternatif tindakan yang menjadi lawannya. Dengan demikian, perintah dan larangan tidak sekadar bersifat normatif, tetapi membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan tindakan yang konstruktif untuk merealisasikan maksud sejatinya (Saiin & Arifin, 2021).
Identifikasi Lafadz Nahy dalam Ayat Larangan
Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memberikan petunjuk komprehensif bagi umat manusia, termasuk dalam aspek ibadah dan muamalah. Dalam konteks ini, Al-Qur'an tidak hanya menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah ritual, tetapi juga mengatur interaksi sosial dan ekonomi antarindividu. Salah satu contoh penting adalah larangan-larangan yang terdapat dalam ayat-ayatnya, yang mengandung lafadz nahy sebagai bentuk perintah untuk menjauhi tindakan tertentu. Salah satu bentuk larangan yang ada dalam Al-Qur’an yaitu larangan mengenai praktik jual beli yang dilakukan pada saat sholat jumat, larangan ini terdapat pada QS. Al-Jumu’ah: 9 yang berbunyi:
ٰیٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ ٰامَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّٰلوةِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِٰلى ذِكْرِ هاللِّٰ وَذَرُوا الْبَیْ عَ ٰذلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Dalam ayat ini, meskipun tidak terdapat larangan secara langsung, namun makna larangan tersebut tersirat melalui


perintah untuk meninggalkan jual beli ketika seruan untuk melaksanakan sholat Jumat dikumandangkan. Frasa "segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli" menunjukkan bahwa Allah SWT mendorong umat-Nya untuk memprioritaskan ibadah di atas aktivitas duniawi, seperti transaksi jual beli. Dengan demikian, larangan ini disampaikan dalam bentuk perintah yang menekankan pentingnya fokus pada ibadah dan mengesampingkan urusan duniawi saat waktu sholat tiba.
Frasa "segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli" sejalan dengan salah satu bentuk dari nahy yaitu الترك على الدال اَلمر atau perintah yang bermakna larangan (Al-Zuhaili 2002). Dalam konteks ini, meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan larangan, perintah untuk meninggalkan jual beli saat seruan sholat Jumat dikumandangkan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak diperbolehkan pada waktu tersebut.
Dalam pembahasan secara umum, ayat هاللِّٰ ِذْكِر ِاٰلى َفاْسَعْوا dapat dianalisis dengan mencermati hubungan antara amr dan
nahy yang ada pada ayat tersebut.
Pertama, dari segi tidak adanya pertimbangan terhadap alasan kemaslahatan, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi "Apabila seruan untuk sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Dalam ayat ini, perintah dan larangan harus dipahami secara tegas; ketika ada perintah, maka itu harus dilaksanakan, dan ketika ada larangan, maka tindakan tersebut harus dihindari.
Kedua, dari sisi pemahaman mengenai amr dan nahy, syariat mengandung amr yang mencerminkan adanya kemaslahatan, serta nahy yang menunjukkan adanya ke-fasad-an. Dari Surat Al-Jumu'ah ayat 9 di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk melaksanakan sholat Jumat agar mereka senantiasa menjaga kewajiban tersebut tanpa mengabaikannya. Sementara itu, larangan terhadap jual beli di saat sholat Jumat bertujuan untuk mencegah umat dari kesibukan yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari ibadah, sehingga mereka tidak lupa untuk melaksanakan sholat yang sangat penting dalam kehidupan spiritual mereka.
Selain dianalisis dari segi lafadznya, larangan mengenai jual beli saat pelaksanaan sholat jumat juga dapat dianalisis dari segi pengkhususan atau takhsis, dan mengenai ayat larangan jual beli pada saat sholat jumat termasuk dalam kategori takhsis bi al-syarti atau pengkhususan dengan syarat tertentu.
Takhsis bi al-syarti adalah konsep dalam ushul fiqh yang merujuk pada pengkhususan suatu hukum atau ketentuan berdasarkan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam konteks ini, takhsis bi al-syarti berfungsi untuk mempersempit cakupan dari suatu pernyataan umum dengan menetapkan kondisi-kondisi spesifik yang harus ada agar hukum tersebut berlaku. Misalnya, dalam suatu ayat yang mengandung perintah atau larangan, takhsis bi al-syarti dapat digunakan untuk menentukan bahwa perintah atau larangan tersebut hanya berlaku jika syarat- syarat tertentu terpenuhi.
Takhsis bi al-syarti dalam ayat ini yaitu bahwa larangan mengenai jual beli hanya berlaku pada saat sholat jumat berlangsung saja, dan jual beli kembali diperbolehkan saat sebelum maupun sesudah sholat jumat, atau pada waktu yang lain.
Pandangan Ulama Mengenai Larangan Jual Beli pada Saat Sholat Jumat
Dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah SWT jelas memerintahkan umat-Nya untuk meninggalkan aktivitas jual beli ketika seruan untuk sholat telah dikumandangkan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai larangan jual beli pada saat sholat jumat. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya:
Dalam pandangan Imam Al-Baghawi, ayat tentang larangan jual beli saat adzan Jumat memiliki makna yang lebih luas dari sekadar melarang transaksi dagang. Pada awalnya, di masa Nabi Muhammad dan dua khalifah pertama, adzan Jumat hanya dilakukan satu kali ketika imam sudah berada di mimbar, kemudian berkembang menjadi dua adzan pada masa Utsman. Larangan ini bermaksud mencegah umat muslim dari aktivitas apa pun yang dapat menghalangi mereka untuk segera pergi ke masjid guna melaksanakan shalat Jumat. Jadi, tidak hanya jual beli, tetapi segala kegiatan yang membuat seseorang terlambat atau tidak bisa menghadiri shalat Jumat, seperti berbisnis, bekerja, atau berkebun termasuk dalam larangan ini, dengan tujuan menekankan bahwa ibadah jauh lebih penting daripada urusan duniawi (Batas Keharaman Jual Beli Menjelang Shalat Jumat, n.d.).
Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, Hukum haram berlaku bagi orang yang wajib melaksanakan shalat Jumat untuk melakukan aktivitas yang menghalangi dirinya menghadiri shalat Jumat. Keharaman ini mencakup berbagai transaksi dan kegiatan, kecuali pembelian barang sangat mendesak seperti pakaian untuk menutup aurat. Larangan berlaku secara mutlak setelah adzan dikumandangkan di depan khatib, berdasarkan perintah Allah dalam Surah Al- Jumu'ah ayat 9. Perintah ayat tersebut bersifat wajib, sehingga setiap aktivitas yang dapat mencegah seseorang pergi ke shalat Jumat, baik transaksi bisnis,


layanan jasa, atau kegiatan lainnya hukumnya haram, termasuk aktivitas yang semula dianggap baik sekalipun.
Menurut pandangan Ibnu Hajar, keharaman aktivitas yang menghalangi shalat Jumat sejak adzan kedua memiliki pengecualian, yaitu jika jual beli yang dilakukan sambil bergerak menuju masjid, misalnya melalui transaksi online saat berada di dalam kendaraan, tidak termasuk dalam kategori haram. Begitu pula, jual beli yang terjadi di dalam masjid tidak diharamkan, melainkan hanya dimakruhkan, sebagaimana makruh dilakukannya jual beli pada waktu-waktu tertentu lainnya(Al-Haitami, 1938).
Catatan Syaikh Al-Barlasi yang dikutip dalam buku Hasyiyah Al-Jamal ‘alal Manhaj Karya Sulaiman Al-Jamal berpendapat bahwa larangan melakukan aktivitas yang menghalangi shalat Jumat memiliki implikasi khusus bagi mereka yang bertempat tinggal dekat dengan masjid Jami. Bagi individu yang yakin dapat menghadiri shalat Jumat meskipun di tengah khutbah berlangsung, maka hukumnya adalah haram untuk tetap tinggal di rumah dan menghabiskan waktu dengan kegiatan bersama keluarga atau aktivitas lainnya. Sebaliknya, ia diwajibkan untuk segera bergerak menuju masjid guna mengamalkan perintah Allah dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Catatan Syekh Al-Barlasi menegaskan bahwa larangan melakukan aktivitas yang menghalangi shalat Jumat berlaku secara komprehensif, tidak hanya bagi mereka di rumah, melainkan juga bagi individu yang berada di lokasi dekat masjid, seperti kantor, pasar, atau tempat lain dalam jangkauan. Sejak adzan kedua berkumandang, mereka diharamkan melakukan kegiatan apa pun yang berpotensi menghalangi atau menunda kepergian ke shalat Jumat. Penegasan hukum ini menunjukkan bahwa kedekatnya jarak tidak membebaskan seseorang dari kewajiban segera menunaikan shalat Jumat ketika adzan berkumandang (Al-Jamal, 2013).
Menurut Al-Qurthubi, Seruan dalam ayat ini ditujukan khusus kepada orang-orang beriman sebagai bentuk pemuliaan, dengan kewajiban salat Jumat yang ditetapkan melalui ijma', namun mengecualikan mereka yang uzur seperti orang sakit, musafir, hamba sahaya, dan Perempuan (Al-Qurthubi, 1967). Kata “mengingat Allah” dalam ayat ini mencakup khutbah dan sholat Jumat, sehingga keduanya berstatus wajib, bukan sunnah, karena khutbah mengandung shalawat kepada Nabi, nasihat, dan zikir. Larangan jual beli saat salat Jumat hanya berlaku bagi yang wajib melaksanakannya, dengan waktu larangan menurut mazhab Maliki dimulai sejak seruan (azan) hingga selesai salat. Meskipun ayat ini hanya menyebut “jual” (al-bai'), larangan ini mencakup juga “beli” (asy-syirā') karena keduanya tak terpisahkan. Konsekuensi dari larangan ini adalah batalnya seluruh transaksi yang terjadi pada waktu tersebut, meskipun sebagian ulama mengecualikan transaksi pembebasan budak, pernikahan, talak, hibah, perkongsian, dan sedekah (Azama & Pratama, 2023).
Muhammad az-Zuhaili menjelaskan rincian mengenai jual beli yang dilakukan saat pelaksanaan sholat Jumat, yang dibagi menjadi beberapa kondisi.
Pertama, transaksi jual beli yang dilakukan sebelum masuk waktu shalat Jumat (sebelum zawal/tergelincirnya matahari) diperbolehkan dan tidak dimakruhkan, sama halnya dengan aktivitas jual beli pada waktu-waktu lain seperti pada waktu Dhuha.
Kedua, jual beli yang dilakukan setelah berakhirnya shalat Jumat juga diperbolehkan, bahkan didorong, berdasarkan perintah Allah dalam Surah al-Jumuah ayat 10 yang menganjurkan umat muslim untuk mencari karunia Allah dan memperbanyak mengingat-Nya setelah melaksanakan ibadah shalat, dengan tujuan agar mendapatkan keberuntungan.
Ketiga, jika pihak yang bertransaksi tidak wajib melaksanakan shalat Jumat, maka jual beli diperbolehkan sepanjang hari, bahkan ketika pertengahan shalat Jumat sekalipun.
Keempat, jual beli berstatus makruh tanzih (ringan) dalam beberapa situasi, seperti jika dilakukan oleh pihak yang salah satunya memiliki kewajiban untuk sholat Jumat, jual beli dilakukan setelah waktu zawal, sebelum imam datang atau duduk di mimbar, atau sebelum adzan kedua.
Kelima, jual beli menjadi haram mutlak apabila dilakukan setelah imam duduk di mimbar dan adzan kedua dikumandangkan, sehingga kedua pihak yang bertransaksi dianggap berdosa berdasarkan perintah Allah dalam Surah al-Jumuah ayat 9.
Muhammad az-Zuhaili menjelaskan bahwa jual beli adalah haram jika salah satu pihak yang terlibat adalah orang yang wajib melaksanakan shalat Jumat, sedangkan pihak lain tidak wajib. Keduanya tetap berdosa karena pihak pertama melalaikan kewajibannya untuk shalat Jumat karena melakukan jual beli, sementara pihak kedua berdosa karena terlibat dalam melalaikan kewajiban shalat Jumat pihak pertama. Dosa ini timbul ketika adzan kedua dikumandangkan, sesuai dengan apa yang tersirat dari ayat QS Al-Jumu'ah ayat 9 (az-Zuhaili, 2018).
Berdasarkan pandangan para ulama seperti Imam Al-Baghawi, Ibnu Hajar, Al-Barlasi, dan Muhammad az-Zuhaili, larangan jual beli saat shalat Jumat memiliki kompleksitas hukum yang mendalam. Inti dari ketentuan ini adalah menegaskan prioritas ibadah di atas aktivitas duniawi, dengan hukum yang berbeda-beda sesuai konteks: mulai dari diperbolehkan, makruh, hingga haram mutlak. Keharaman berlaku secara absolut setelah adzan kedua berkumandang,


terutama bagi mereka yang wajib melaksanakan shalat Jumat, baik yang berada di rumah, kantor, pasar, atau lokasi lain yang dekat dengan masjid. Tujuan utamanya bukan sekadar melarang jual beli, melainkan mencegah segala aktivitas yang dapat menghalangi seseorang untuk segera menunaikan ibadah shalat Jumat, dengan menekankan bahwa ketaatan kepada Allah jauh lebih penting daripada kepentingan duniawi.
SIMPULAN
Sighat taklif merupakan konsep pembebanan hukum dalam Islam yang kompleks, mencakup perintah (amr) dan larangan (nahy) dengan beragam dimensi linguistik dan substantif. Sighat taklif dan larangan jual beli saat shalat Jumat merupakan representasi kompleks dari pembebanan hukum Islam yang memiliki dimensi spiritual, etis, dan sosial yang mendalam. Konsep ini tidak sekadar mengatur perilaku melalui struktur linguistik formal, melainkan bertujuan membimbing umat manusia menuju kemaslahatan dengan cara yang fleksibel namun prinsipal. Al-Qur'an, melalui ayat-ayatnya seperti QS. Al-Jumu'ah ayat 9, tidak hanya memberikan aturan hukum, tetapi mengajarkan filosofi prioritas spiritual di atas kepentingan duniawi. Para ulama seperti Al-Baghawi, Ibnu Hajar, Al-Barlasi, dan az-Zuhaili memberikan penafsiran komprehensif yang menunjukkan bahwa larangan ini bukan sekadar ketentuan yang tegas saja, melainkan pendidikan spiritual yang mendorong umat untuk senantiasa mengutamakan ibadah, kesadaran transendental, dan ketaatan kepada Allah di atas segala aktivitas dan kepentingan sementara. Dengan demikian, sighat taklif dan implementasinya dalam konteks shalat Jumat mengandung misi fundamental untuk membentuk kesadaran spiritual, membangun sistem sosial yang bermoral, dan mengarahkan manusia pada pencapaian kebaikan hakiki yang melampaui batas-batas material.
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